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ABSTRAK

HARMIATI TAHI, 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas
Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Makassar, Dibimbing oleh Bapak Asdi dan Bapak Andi Arman, Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah sumber daya manusia,
teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan
dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran pada
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dengan menjaring 2 orang pegawai
sebagai informan kunci sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik
dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia Akuntansi
Pegawai sub bagian keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah
memiliki dasar tentang akuntansi atau keuangan untuk menyusun laporan keuangan,
kemudian Teknologi Informasi keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Makassar khususnya sub bagian keuangan telah menggunakan aplikasi RKA-KL
sejak tahun 2009, selanjutnya Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar sejauh ini pengambilan keputusan atau wewenang
langsung dari pimpinan, lalu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam hal ini
yang menangani aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
telah mengikuti diklat atau bimtek, sedangkan untuk Kualitas informasi keuangan
pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah disajikan secara terintegrasi
dan tepat waktu.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian
Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan.
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ABSTRACT

HARMIATI TAHI, 2017. IndonesiaFactors Affecting the Quality of
Financial Information in the Use of Budget at the Office of Port Authority of
Makassar, Guided by Mr. Asdi and Mr. Andi Arman, Accounting Department
Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University of Makassar.

The purpose of this research is to know whether human resources, information
technology, internal control system, and government accounting standard can
influence the quality of financial information and budget usage at Makassar Main
Port Authority Office by capturing 2 employees as key informant while technique
documentation, observation, and interviews.

The method used in this research is descritive qualitative research method that
describes the qualitative research variabels.

The results showed that Human Resources Accounting Employee sub-section
finance at the Office Pelabuhan Utama Makassar Authority has a basis on accounting
or finance to prepare financial statements, the Financial Information Technology at
the Main Port Authority Makassar Office, especially the financial sub-section has
been using RKA-KL application since 2009, then the Internal Control System at the
Main Port Authority Makassar Authority so far decision-making or direct
authorityfrom the leadership, then Government Accounting Standards (GAS) in this
case that handles SAIBA application at the Main Port Authority Makassar Office has
followed the training or bimtek, while for the quality of financial information at the
Main Port Authority Makassar Office has been presented in an integrated and timely
manner.

Keywords: Human Resources, Information Technology, Internal Cotrol System,
Governmental Accounting Standards.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengelolaan keuangan, akuntansi keuangan telah mengalami

perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Pemerintah mengeluarkan

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang

mensyaratkan bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi

pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah baik pemerintah pusat

termasuk didalamnya lingkungan kementerian perhubungan, maupun

pemerintah daerah, harus mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna

informasi dalam hal ini masyarakat menuntut agar dilakukannya akuntabilitas

dan transparansi.

Pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan informasi berdasarkan

laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian,

informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai.

Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami,

dipercaya, dan digunakan oleh para pemakai informasi tersebut.
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Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-

prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi

Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan

masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK).

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang prinsip tepat waktu dan

disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara

umum. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat

dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntasi dan didukung oleh

sebuah sistem akuntansi yang handal.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebagai salah satu unit

pelayanan kepelabuhanan dalam lingkup kementerian perhubungan juga

dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan

dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal

perbendaharaan kementerian keuangan.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan

menyelenggarakan akuntansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 tahun 2016 juga wajib
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menyelenggarankan akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Unit

Pemerintah.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan

keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat

bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai

nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan

digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai

informasi tersebut. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya

dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan,

pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum

disebut karakteristik kualitatif (qualitative characteristics) atau kualitas

(qualities) informasi.

Laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas dalam hal ini

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik.

Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus

sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, dijelaskan

bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu memenuhi karakteristik; Relevan,

Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Oleh karena itu dibutuhkan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah

laporan keuangan yang berkualitas. Hal lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah
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kompetensi  aparatur pemerintah yang terlibat dalam penyusunan laporan

keuangan dalam hal ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan

diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya

pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan

kurangnya  pemahaman/penguasaan  aparatur.

Dalam  mewujudkan tata kelola  yang  baik,  pemerintah harus  melakukan

upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan. Pengelolaan keuangan mengatur semua aspek teknis mencakup

bidang peraturan, kelembagaan,  sistem informasi  keuangan  daerah,  dan

peningkatan  kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Aspek lain yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan

pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah pusat dan

pemerintah daerah berkewajiban untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan

kemajuan teknologi  informasi untuk  meningkatkan  kemampuan mengelola

keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada

pelayanan publik. Dengan kemajuan  teknologi  informasi  yang  pesat  serta

potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi

berbagai  pihak untuk  mengakses, mengelola, dan mendayagunakan  informasi

keuangan  daerah  secara  cepat dan akurat.
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Hal lain yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan

pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Dengan diterapkannya sistem pengendalian internal dalam

organisasi pemerintah, diharapkan secara menyeluruh aset pemerintah dapat

dilindungi dari kerusakan fisik atau kecurangan data dan terhindarnya kesalahan

pencatatan baik di sengaja maupun tidak disengaja.

Dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal akan selalu berhubungan

dengan manusia. Faktor manusia sebagai karyawan/pegawai sangat vital untuk

mendukung tercapainya tujuan sistem pengendalian internal sumber daya

manusia ternyata merupakan faktor yang tidak dapat dilepaskan dengan

pelaksanaan suatu sistem pengendalian internal.

Standar akuntansi pemerintahan mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang

harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pusat/daerah. Maka dari itu SAP merupakan persyaratan sekaligus pedoman

yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas

informasi laporan keuangan pemerintah.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul yaitu “Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan

Anggaran Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan

masalah yang diangkat penulis adalah : apakah sumber daya manusia, teknologi

informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan

dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran

pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sumber daya manusia,

teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi

pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam

penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi bagi pimpinaninstansi khususnya sub bagian

keuangan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang

akhirnya berdampak positif dan dapat menghasilkan informasi keuangan

yang berkualitas pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

2. Sebagai bahan informasi bagi pegawai sub bagian keuangan dapat dijadikan

sebagai bahan bacaan dan untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-



7

faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan

anggaran pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar.

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya dan dapat dijadikan

sebagai rujukan atau acuan yang relevan dengan penelitian ini.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Adapun pengertian akuntansi sektor publik menurut ahli sebagai

berikut :

Bastian (2010 : 16) dalam Kurniawan (2016 : 8) menyatakan bahwa :

Akuntasi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di
lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di
bawahnya. Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan
sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta
sektor-sektor swasta.

Sedangkan Tanjung (2009.:.35) dalam Kurniawan (2016.:.9)

mengemukakan bahwa :

Akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, penggolongan, dan
pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi,
dan kejadian-kejadian yang umumnya yang bersifat keuangan dan
termasuk pelaporan dan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan
pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi

pemerintahan atau akuntansi sektor publik adalah serangkaian yang terdiri

dari proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, yang memberikan

informasi yang bersifat financial terhadap entitas pelaporan.
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Akuntansi pemerintahan bisa dikatakan juga sebagai Akuntansi Sektor

Publik. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sehingga

suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk

menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan hak publik.

2. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Bidang yang dikelola pemerintah umumnya berkaitan dengan

penyediaan barang atau jasa yang vital bagi masyarakat. Namun, selain

layanan umum, pemerintah yang melaksanakan aktivitas penyediaan barang

atau jasa seperti yang dilakukan sektor swasta. Disamping perbedaan bidang

yang dikelola, dalam beberapa hal sektor publik dan sektor swasta memiliki

persamaan, yaitu :

a. Merupakan bagian integral sistem ekonomi yang menggunakan

sumber-sumber yang sama untuk mencapai tujuan

b. Sama-sama memperoleh dan menggunakan sumber-sumber yang

langka untuk menghasilkan barang atau jasa

c. Melakukan analisis biaya, pengendalian evaluasi aktivitas untuk

menjamin sumber keuangan dikelola secara ekonomis, efektif dan

efesien

d. Dalam beberapa hal, dapat pula menghasilkan produk yang sama.
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B. Sistem Informasi Keuangan

1. Pengertian Sistem Informasi Keuangan

Berikut ini pengertian sistem informasi yang dikemukakan oleh

Jogiyanto (2005 : 11) dalam Wendri Tenardi dkk (2009 : 2) mendefinisikan

:

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi
dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang
diperlukan.

Sedangkan Budi Sutedjo (2002 : 11) dalam Wendri Tenardi dkk (2009

: 2) mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut :

Sistem informasi didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling
berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk
mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta
mendistribusikan informasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi

merupakan data atau laporan-laporan yang akan diolah atau diproses untuk

digunakan pihak luar tertentu.

Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan

untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Secara umum

sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari

subsistem data processing didukung oleh internal audit subsistem yang yang

menyediakan data dan informasi internal. Untuk perusahaan besar biasanya

memiliki staf internal auditors yang bertanggung jawab terhadap perawatan
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Integritas sistem keuangan perusahaan. Orang yang ahli dalam bidang ini

disebut EDP auditors. Sebagaimana subsistem lainnya, sistem ini juga

dilengkapi financial intelligence subsystem, yang mengumpulkan informasi

dari lingkungan.

2. Tujuan Sistem Informasi Keuangan

Sistem Informasi Keuangan dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu

dan dapat dipertanggung jawabkan yang mampu menghubungkan

kantor satker ke jenjang di atasnya.

b. Mendukung efisiensi, efektifitas dan kelancaran penyusunan laporan

keuangan

c. Sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan.

3. Komponen Sistem Informasi Keuangan

Komponen sistem informasi keuangan terdiri dari komponen input dan

output sebagai berikut :

a. Komponen input

Komponen input sistem informasi keuangan (financial) diantaranya

adalah:

1) Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi merupakan

bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi

manajemen digunakan oleh pihak manajemen dalam menjalankan
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bisnis perusahaan. Sehingga sistem informasi akuntansi dalam hal

ini juga sebagai sumber informasi yang berguna dalam mencapai

tujuan perusahaan yang terangkum dalam sistem informasi

manajemen.

2) Komponen Audit Internal, merupakan badan yang melaksanakan

aktivitas internal auditing, berusaha untuk menyempurnakan dan

melengkapi setiap kegiatan deengan penilaian langsung atas setiap

bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia

usaha yang semakin kompleks. Subsistem audit internal

internaldirancang secara khusus untuk melakukan studi khusus

mengenai operasi perusahaan.

3) Komponen Intelijen Keuangan, komponen ini mengumpulkan data

dari masyarakat keuangan yaitu bank, agen pemerintah, pasar

pengaman dan sebagainya. Komponen ini memonitor denyut nadi

ekonomi nasional dan memberikan informasi kepada eksekutif

perusahaan dan analisis keuangan mengenai trend yang dapat

mempengaruhi perusahaan. Berperan digunakan

mengidentifikasikan sumber-sumber terbaik modal tambahan dan

investasi tebaik.
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b. Komponen Output

Komponen output sistem informasi keuangan (financial) diantaranya

adalah:

1) Sistem Peramalan, yaitu kegiatan matematis tertua dalam bisnis,

dimana pada komponen peramalan memproyeksikan aktivitas

perusahaan untuk jangka waktu sepuluh tahun atau lebih. Aktivitas

tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar

dan hambatan internal seperti kapasitas produksi, dan keuangan yang

ada.

2) Komponen Manajemen Dana, bertugas untuk mengelola arus

keuangan, dan menjaganya agar tetap seimbang dan positif.

Subsistem manajemen dana menggunakan proyeksi aktivitas

perusahaan untuk menentukan arus uang keluar masuk perusahaan.

Manajer dapat mensimulasi beberapa yang strategi yang dirancang

untuk mencapai keseimbangan yang terbaik mengenai arus masuk

dan keluar selama jangka waktu yang akan datang, misalnya waktu

yang akan datang. Arus yang seimbang mengurangi kebutuhan yang

tidak penting mengenai modal operasi pinjaman yang tidak

diperlukan dan meningkatkan pendapatan dari dana yang telah

diinvestasikan.
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3) Komponen Pengendalian, yaitu kegiatan yang memudahkan manajer

untuk menggunakan secara efektif, menunjukkan bagaimana uang

tersebut digunakan. Laporan itu biasanya membandingkan

penampilan keuangan yang sebenarnya dengan anggaran. Komponen

pengendalian memungkinkan manajer untuk mengontrol

penggunaan anggaran.

C. Kualitas Informasi Keuangan

1. Pengertian Kualitas Informasi Keuangan

Adapun pengertian kualitas informasi menurut beberapa ahli sebagai

berikut :

Menurut Nugroho Widjajanto (2004 : 24) dalam Kumalase dkk (2014 :

117) mendefenisikan kualitas informasi sebagai berikut :

Kualitas informasi dikatakan berkualitas bila informasi tersebut
mengandung ketidakpastian paling rendah, akan tetapi informasi tidak
dapat terbebas sama sekali dari unsur ketidakpastian. Oleh karena itu
diperlukan perbandingan antara data memperoleh informasi dengan
manfaat yang diperoleh dengan adanya informasi itu sendiri.

Dengan kata lain informasi baru layak disiapkan jika, biayanya lebih

rendah daripada tambahan pendapatan nyata yang dihasilkan dari adanya

informasi itu. Untuk menopang terbentuknya kualitas informasi yang baik

ada beberapa atribut yang perlu diperhitungkan menurut Nugroho

Widjajanto (2004 : 24) Kumalase dkk (2014 : 117) yaitu :
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a. Kecermatan (Accurasy), kecermatan dapat didefenisikan sebagai
perbandingan antara informasi yang benar terhadap total informasi
yang dihasilkan dalam suatu periode. Semakin kritis sifat informasi
akan semakin tinggi kecermatan yang diperlukan.

b. Penyajian yang tepat waktu (timeliness) informasi yang lambat
diterima nilai kegunaanya akan lebih rendah, karena keputusan
bisnis yang cepat dianggap lebih baik daripada keputusa yang
lambat.

Sedangkan Sulistyoningsih (2006 : 1) dalam Kumalase dkk (2014 : 117)

kualitas menyatakan bahwa:

“informasi dikatakan berkualitas apabila telah dapat mengungkapkan

informasi yang materiil secara lengkap dan akurat mencakup dimensi

penting yang relevan dari kejadian esensial”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas

informasi keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut

mengandung ketidakpastian paling rendah, dapat mengungkapkan informasi

yang materiil secara lengkap dan akurat

2. Kriteria Kualitas Informasi Keuangan

Kriteria Kualitas Informasi Keuangan untuk mendapatkan informasi

akuntansi berupa laporan keuangan, diperlukan standar atau kriteria yang

menjadi acuan pokok dalam membuat laporan keuangan yang dinilai

berkualitas. Di Indonesia standar laporan keuangan mengacu pada Standar

Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan adalah himpunan

prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan
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laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan,

seperti kreditor.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, tujuan akuntansi dan laporan

keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu

badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai piha yang berkepentingan

sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. Manfaat informasi

keuangan terpenuhi jika memiliki kriteria atau standar. Berikut ini beberapa

kriteria kualitas informasi keuangan blogspot.com (2014) :

a. Relevan

Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud

penggunaanya. Jika informasi tidak relevan untuk keperluan para

pengambilan keputusan, tidak ada gunanya walaupun kualitas lainnya

terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dipilih metode pelaporan akuntansi

keuangan yang tepat.

b. Dapat diuji

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan

pendapat yang subjektif. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi

keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang

independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
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c. Dapat dimengerti

Informasi yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan

dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan pengertian para

pemakai.

d. Netral

Laporan keuangan atau informasi keuangan diarahkan pada kepentingan

umum dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak tertentu.

e. Tepat waktu

Informasi hendaknya diberikan sedini mungkin agar menjadi sebagai

dasar pengambilan keputusan ekonomi.

f. Dapat dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan

dengan laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama atau

dengan laporan keuangan perusahaan yang sejenis pada periode yang

sama.

g. Lengkap

Informasi keuangan lengkap jika memenuhi enam tujuan kualitatif di atas

dan dapat memnuhi standar pengungkapan laporan keuangan.
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D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Kualitas Informasi

Keuangan

1. Sumber daya manusia (SDM)

Pengertian SDM menurut Matindas (2002 : 89) dalam Kurniawan (2016

: 19) bahwa :

“Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam

suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan

yang ada”.

Sebagian kesatuan sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu

sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan

satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai

tujuan organisasi.

Berbicara tentang sumber daya manusia, hidup, arti, dan peranan

keberadaannya selalu aktual. Sebab sampai sekarang ini manusia tetap

menjadi sentral pembahasan dalam berbagai masalah. Peristiwa macam

apapun yang ada di dunia ini dan masalah apapun yang harus dipecahkan di

bumi kita ini pada hakikatnya berhubungan dengan manusia. Misalnya

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mempermudah hidup

manusia dan sekaligus mempermudah hidup manusia.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung oleh latar
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belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan, dan mempunyai

pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem

akuntansi, maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas

yang mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan baik.

2. Teknologi informasi (TI)

Menurut Wilkinson dkk, (2000) dalam Irfan Ikhwal Haza, (2008 : 5)

teknologi Informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan

software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi

sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi

informasi meliputi computer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak

(software, database), jaringan (internet, electronic commerce), dan jenis

lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi

merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki

manusia dan komputer jga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia yang

manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi

suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan

nilai dari informasi yang dihasilkan (wahana komputer, 2003). Dalam

hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, computer akan

meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika computer dan kompone-komponen

yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam
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suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah

atau dikurangi.

Pemanfaatan TI dalam akuntansi menurut Jurnali dan Supomo (2002)

dalam Irfan Ikhwal Haza, (2008 : 5) teknologi informasi bermanfaat dalam

pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini pula

menjadi perhatian:

a. Bagian akuntansi/keuangan memiliki computer yang cukup untuk

melaksanakan tugas

b. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja

c. Jarngan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit

kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan

d. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan

keuangan dilakukan secara komputerisasi

e. Pengolahan data transaki keuangan menggunakan software yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

f. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang

terintegrasi

g. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur

h. Peralatan yang using atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada

waktunya.
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3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut Mahmudi (2010 : 20) dalam Madjham dkk (2013 : 4)

pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai berikut :

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dan kegiatan
yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk
memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan laporan
keuangan, pengamanan aset Negara, ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong efesiensi

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah sebagai

berikut :

a. Untuk melindungi asset (termasuk data) Negara

b. Untuk memlihara catatan secara rinci dan akurat

c. Untuk menhasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan

andal

d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi

Pemerintahan/SAP).

e. Untuk Efesiensi dan Efektivitas Operasi
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f. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur sistem Pengendalian Intern dan Peratutan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset

Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian

internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan itu.Mahmud.(2010 : 20-22) dalam Madjham dkk

(2013 : 5) menyebutkan komponen sistem pengendalian intern pemerintah,

terdiri atas lima komponen yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

b. Penilaian Resiko

c. Kegiatan Pengendalian

d. Informasi Dan Komunikasi

e. Pemantauan
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4. Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP)

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat

waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang

telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintahan merupakan

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

a. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah

b. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan

c. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran

d. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas

Dengan adanya SAP, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah

akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat

diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK

untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan,

sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain pemerintah,
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DPR/DPRD, investor, kreditor dan masyarakat dalam rangka transparansi

dan akuntanbilitas keuangan negara.

E. Penganggaran Pemerintah

Berikut ini pemaparan mengenai APBN/APBD, Dokumen Penyusunan

Anggaran Pemerintah Dalam Tahap-Tahap Penyusunan  APBN/APBD,

Dokumen Penyusunan Anggaran Pemerintah Dalam Tahap-Tahap Penyusunan

APBN/APBD sebagai berikut (Mahsun : 79-82) :

1. Pengertian APBN/APBD

Adapun penjelasan mengenai APBN dan APBD sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah daftar yang

memuat rincian penerimaan Negara dan pengeluaran belanja Negara

selama satu tahun yang ditetapkan dengan undang-undang untuk masa

satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember (disebut tahun fiscal).

Anggraran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdiri atas :

1) Anggaran pendapatan

2) Anggran belanja

3) Pembiayaan

Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan

bukan pajak, dan hibah. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat
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yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Negara

adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan

nilai kekayaan bersih. Belanja Negara ini dipergunakan untuk keperluan

penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan

kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun

APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui

pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan

rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara.

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang

memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah

selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda)

untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas :

1) Anggaran pendapatan

2) Anggaran belanja
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3) Pembiayaan

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dan

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah

merupakan hak pemerintah daerah yang diakuai sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan

jenis belanja. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBD) disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan

pemerintah daerah. Dalam menyusun APBD dimaksud, diupyakan agar

belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran

yang bersangkutan. Penyusunan rancangan APBD berpedoman kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mewujudkan

tercapainya tujuan bernegara.

2. Dokumen Penyusunan Anggaran Pemerintah Dalam Tahap-Tahap

Penyusunan APBN/APBD

a. Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu satuan kerja

pemerintah danb sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah (Renja) yang bersangkutan dalam
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satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakannya.

b. RAPBN/RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Nasional/ Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional)

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional/

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional merupakan

rencana anggaran yang harus dibahas oleh Tim anggaran dan Legislatif

sebelum diretifikasi/disahkan menjadi APBN/APBD.

c. APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional/ Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nasional/ Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan RAPBN/RAPBD yang

telah disetujui oleh legislatif memuat rencana pendapatan, belanja dan

pembiayaan pemerintah selama satu tahun.

F. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan

pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelolan oleh pemerintah pusat/daerah

dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan
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PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian laporan

realisasi anggaran dan pengungkapan informasi terkait (KSAP, 2012).

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara

menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi

perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi (KSAP, 2012) :

1. Telah dilaksanakan secara efesien, efektif dan hemat;

2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya membahas

tentang kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran sebagai

berikut :

1. Putu Upabayu Rama Mahaputra, dkk (2014)

Dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji variabel kualitas

informasi laporan keuangan.
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Perbedaannya, Penelitian Putu Upabayu Rama Mahaputra, Dkk (2014)

Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sedangkan

penelitian ini menganalisi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

informasi keuangan dalam penggunaa anggaran Pada Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar

2. Tantriani Sukmaningrum (2012)

Dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada

Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kualitas

informasi laporan keuangan.

Perbedaannya, penelitian Tantriani Sukmaningrum (2012)

mengananalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan

keuangan Pemerintah Daerah sedangkan penelitian ini menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan

anggaran

3. Taufik Saleh, dkk (2012)

Dengan judul pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kualitas

informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan kepuasan pengguna

software akuntansi pada Pemerintah Aceh.
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Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kualitas

informasi.

Perbedaannya, penelitian Taufik Saleh, dkk (2012) menganalisis

pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kualitas informasi akuntansi

dalam upaya meningkatkan kepuasan pengguna software akuntansi pada

Pemerintah Aceh sedangkan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran di

Kementrian perhubungan

4. Lalu Ariz Ramdani (2008)

Dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi

laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi (Studi pada

Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Malang Tahun 2008)

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kualitas

informasi keuangan.

Perbedaanya, penelitian Lalu Ariz Ramdani (2008) menganalisis

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang

dihasilkan sistem akuntansi sedangkan penelitian ini menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan

anggaran.
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Adapun penjelasan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No Nama Penelitian
dan Tahun
Penelitian

Judul Variabel
Metode

Penelitian Hasil

1 Putu Upabayu
Rama
Mahaputra,
dkk (2014)

Analisis
Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Kualitas
Informasi
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Gianyar

Variabel x :
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia,
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi,
Sistem
Pengendalian
Intern, Standar
Akuntansi
Pemerintahan,
Sedangkan
Variabel Y :
Kualitas
Informasi
Pelaporan
Keuangan

Metode
Pengumpulan
Data
Menggunakan
Teknik
Analisis Data

Hasil
Penelitian
Menunjukkan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia,
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi,
Sistem
Pengendalian
Intern, Dan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Berpengaruh
Positif  Dan
Signifikan
Pada  Kualitas
Informasi
Akuntansi
Pada  Kualitas
Informasi
Pelaporan
Keuangan  Di
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
Kabupaten
Gianyar.
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2 Tantriani
Sukmaningrum
(2012)

Analisis
Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Kualitas
Informasi
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah (Studi
Empiris Pada
Pemerintah
Kabupaten
Dan Kota
Semarang)

Variabel x :
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia,
Sistem
Pengendalian
Intern, Faktor
Eksternal
Sedangkan
Variabel y :
Kualitas
Informasi
Laporan
Keuangan

Metode
Pengumpulan
Data
Menggunakan
Kuesioner,
Sedangkan
Metode
Analisis Data
Yang
Digunakan
Adalah
Teknik
Analisis
Kuantitatif

Hasil
Penelitian
Menunjukkan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Berpengaruh
Positif
Terhadap
Kualitas
Informasi
Laporan
Keuangan,
Sistem
Pengendalian
Intern
Berpengaruh
Positif
Terhadap
Kualitas
Informasi
Keuangan Dan
Faktor
Eksternal
Memoderisasi
Pengaruh
Kompetensi
Sumber Daya
Manusia
Terhadap
Kualitas
Informasi
Laporan
Keuangan,
Faktor
Eksternal
Memoderisasi
Pengaruh
Sistem
Pengendalian
Intern
Terhadap
Kualitas
Informasi
Laporan
Keuangan.
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3 Taufik Saleh,
dkk (2012)

Pengaruh
Kualitas
Sistem
informasi
Terhadap
Kualitas
Informasi
Akuntansi
Dalam Upaya
Meningkatkan
Kepuasan
Penggunaan
Software
Akuntansi
Pada
Pemerintah
Aceh

Variabel x :
Kulaitas
Sistem
Informasi,
Sedangkan
Variabel y :
Kualitas
Informasi
Akuntansi dan
Kepuasan
Penggunaan
Software

Metode
Pengumpulan
Data

Hasil
Penelitian
Menunjukkan
Kualitas
Sistem
Informasi
Berpengaruh
Positif
Terhadap
Kualitas
Informasi
Akuntansi Dan
Kualitas
Sistem
Informasi
Berpengaruh
Positif
Terhadap
Kepuasan
Penggunaan
Software
Akuntansi

4 Lalu Ariz
Ramdani
(2008)

Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Kualitas
Informasi
Laporan
Keuangan
Yang
Dihasilkan
Sistem
Akuntansi
Instansi (Studi
Pada Satuan
Kerja Di
Wilayah Kerja
KPPN Malang
Tahun 2008)

Variabel x :
Sumber Daya
Manusia
Sedangkan
Variabel y :
Kualitas
Informasi
Laporan
Keuangan

Metode
Pengumpulan
Data

Hasil
Penelitian
Menunjukkan
Sumber Daya
Manusia
Berpengaruh
Positif Dan
Signifikan
Terhadap
Relevansi
Informasi
Sebagai
Indikator
Kualitas
Informasi
Laporan
Keuangan
Satker
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H. Kerangka Pikir

Pendirian Otoritas Pelabuhan (OP) ditegaskan dalam UU No 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah No 61/2009 tentang

Kepelabuhan. Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan

sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Dari beberapa pengertian akuntansi sektor publik dapat dikatakan yaitu

serangkaian yang terdiri dari proses pencatatan, pengelompokan,

pengikhtisaran, yang memberikan informasi yang bersifat financial terhadap

entitas pelaporan.

Sistem informasi keuangan adalah sebuah data yang telah dibuat dan

juga diolah dengan metode tertentu untuk mengelola keuangan yang

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi.

Kualitas informasi keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh

sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan

standar akuntansi pemerintahan.

Sumber daya manusia berhubungan dengan pegawai yang memiliki

kemampuan, skill yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi,

mengikuti pelatihan, serta memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan dan

Teknologi informasi mengolah data menjadi suatu informasi dengan bantuan

komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan.
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Selain sumber daya manusia dan teknologi informasi, sistem pengendalian

intern juga mempengaruhi kualitas informasi keuangan. pada instansi

pemerintahan, dibutuhkan pengawasan untuk mengontrol semua pegawai, baik

mengenai organisasinya, sistem, maupun cara-cara untuk menjalankan

aktivitasnya agar tidak jadi penyimpangan atau kesalahan melakukan

aktivitasnya. Selanjutnya, hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas informasi

keuangan pemerintah yaitu standar akuntansi pemerintahan. untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, pemerintah

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang

memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi

pemerintahan yang telah diterima secara umum.Sehingga dengan adanya

sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan

standar akuntansi pemerintahan, maka menghasilkan laporan informasi

keuangan yang berkualitas.

Dibutuhkan informasi keuangan yang berkualitas agar pemerintah dapat

memuat rincian penerimaan Negara dan pengeluaran belanja Negara.
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Adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1.

Kerangka Pikir

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Kualitas Informasi Keuangan

Penganggaran Pemerintah

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kualitas Informasi Keuangan

Suber Daya Manusia (SDM)

Teknologi Informasi (TI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan Realisasi Anggaran
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Jln. Madura No. 1 Pelabuhan

Makassar. Penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu kurang lebih tiga

bulan, mulai bulan Maret s/d Juni 2017.

B. Defenisi Operasional Variabel

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan

keuangan dalam penggunaan Anggaran Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar.

1) Sumber daya manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah potensi atau kemampuan yang dimiliki

setiap manusia atau pegawai pemerintahan dalam mengelolah keuangan

pemerintah melalui latar belakang pendidikan, mengikuti pelatihan, serta

mempunyai pengalaman kerja dibidang keuangan.

2) Teknologi informasi (TI)

Teknologi informasi (TI) merupakan gambaran dari setiap teknologi

yang membantu manusia dalam berkomunikasi, menyimpan,

memanipulasi, menghasilkan dan menyebarkan informasi.  Pemerintah

berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan



38

teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan

mengelola keuangan.

3) Sistem pengendalian intern (SPI)

Sistem pengendalian internal adalah serangkaian yang meliputi

struktur organisasi maupun sistem atau cara-cara untuk menjaga aset

pemerintah, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi serta

berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau

fraud.

4) Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraaan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas

laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut

terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut

1. Dokumentasi yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk

mendapatkan data yang mendukung penelitian ini berupa laporan keuangan

mengenai penggunaan anggaran pada kantor otoritas pelabuhan utama

Makassar.
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2. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab

dengan pihak–pihak yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan

mengenai penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar

3. Pengamatan yaitu pengumpulan data dengan mengamati sistem

pengelolaan  laporan keuangan mengenai penggunaan anggaran oleh para

pegawai sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi data yang

diperlukan dan sebagai informasi atas data penelitian.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adalah sebagai

berikut:

a. Data primer adalah data yang secara langsung dari informan atau pegawai

sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang

digunakan dalam penelitian. Data tersebut berupa jawaban-jawaban dari

pegawai bagian keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis dengan cara

melakukan wawancara

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh sudah merupakan data olahan dari

proses pencatatan transaksi-transaksi dan dokumen seperti laporan keuangan

mengenai penggunaan anggaran di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar.
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E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informan

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan

orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam

penelitian ini informan yang digunakan peneliti ialah sejumlah 2 orang pegawai

sub bagian keuangan yang bisa menjelaskan Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi

Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran Pada Kantor

Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

F. Metode Analisis Data

Untuk membahas masalah yang dikemukakan sebelumnya penulis akan

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah

teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan

mendeskriptifkan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan,

kemudian diolah dan menyajikan data-data yang akan digunakan dalam suatu

penelitian analisis ini berdasarkan data yang dinyatakan dalam bentuk uraian

informasi laporan keuangan mengenai penggunaan anggaran dikembangkan

dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan atau menguatkan suatu

gambaran dalam hal ini mengenai sumber daya manusia, teknologi informasi,

sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan yang

mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dalam penggunaan

anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Penelitian ini
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menggunakan pedoman pengamatan (observation) dan wawancara (interview)

dengan pegawai sub bagian keuangan (instrumen terlampir).
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BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Sejarah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar di mulai dari perubahan

nama kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) menjadi kantor Kesyabandaran dan

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasaar. Kantor Administrasi Pelabuhan

(Adpel) secara resmi berganti nama menjadi kantor kesyabandaran dan orotitas

pelabuhan sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan

KM No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PM No. 35 tahun 2012 tentang

organisasi dan tata kerja otoritas pelabuhan utama.

Pada tanggal 5 oktober 2010 di Jakarta Departemen Perhubungan secara

resmi melakukan perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan  Laut (Ditjen Hubla). Selain

peubahan nomenklatur, Kementerian Perhubungan juga menetapkan peningkatan

kelas pada empat kantor Otoritas Pelabuhan (OP) diantaranya: pelabuhan Tanjung

Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar.  Kantor kesyabandaran yang

selama ini sudah ada di pelabuhan utama, menjadi kantor Otoritas Pelabuhan

kelas utama dan kantor Kesyabandaran kelas utama.

Adapun tahap pengembangan periode 2013-2017 di Pelabuhan Utama

Makassar sebagai berikut :

42
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a. Pelabuhan Hatta

Meningkatkan kapasitas dan pelayanan fasilitas pelabuhan Hatta yang ada

yakni berupa pembangunan perpanjangan dermaga multi purpose

sepanjang 150m.

b. Makassar New Port

Pada periode pengembangan jangka pendek ini mulai dibangun Makassar

New Port yakni berupa lahan reklamasi seluas 46 ha (disiapkan untuk

dapat dibangun terminal petikemas di atasnya dengan kapasitas mencapai

hingga 1.030.000 TEU’s per tahun).

TEUS atau TEU (twenty foot equivalent) unit yang merupakan satuan

terkecil dalam ukuran peti kemas.

c. Pelabuhan Soekarno

Pada periode ini di lokasi pelabuhan Soekarno akan dilakukan pengaturan

kembali peruntukan lapangan dan dermaga untuk kapal Ro-Ro, general

cargo, dan curah kering. Terminal penumpang pada periode ini masih

tetap beroperasi di pangkalan Soekarno sambil menunggu kesiapan

pengembangan pelabuhan Boddia sebagai terminal penumpang.

d. Pelabuhan Paotere

Pengembangan pada periode ini berupa pembangunan dermaga sepanjang

150m untuk kapal-kapal pelayaran rakyat dan juga sebagai tempat sandar

untuk kapal-kapal nelayan.
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B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

“Terselenggaranya pelabuhan yang kondusif, efektif, efisiensi dan berdaya

saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di Era Globalisasi”

2. Misi

a. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus barang serta

kelestarian lingkungan pelabuhan;

b. Mewujudkan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan sesuai dengan

kondisi fasilitas terminal;

c. Menyediakan infrastruktur pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan

sesuai dengan kebutuhan;

d. Mewujudkan Tata Guna Lahan Daratan dan Perairan sesuai Rencana

Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).
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C. Struktur Organisasi

Gambar 2.

Struktur Organisasi

KEPALA KANTOR
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BAGIAN TATA
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Keuangan
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Kepegawaian

Kepala Sub Bagian
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KEPALA BID.LALA,
OPERASI &

KEPALABUHANAN
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& Angkutan Laut

Kepala Seksi Bimbingan
Usaha & Jasa

Keperlabuhanan

Kepala Seksi Fasilitas &
Perencanaan

KEPALA BID.
PERENCANAAN &
PEMBANGUNAN

Kepala Seksi Penyusunan
Desaian & Pembangunan

Kepala Seksi Analisa,
Evaluasi & Tarif

Kepala Seksi Rencana &
Program

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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D. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan pelabuhan Makassar yaitu pelayanan terhadap

kapal, barang, dan penumpang. Pelabuhan memberikan pelayanan terhadap kapal

yang masuk dan keluar dari pelabuhan baik dalam negeri maupun luar negeri,

kegiatan bongkar muat barang, dan melayani penumpang yang naik/turun dari

kapal. Pelayanan ini dilakukan mengingat pentingnya keamanan dan ketertiban

yang terntunya dirasakan oleh penumpang/masyarakat dan pihak dari pelabuhan

itu sendiri.
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Berikut ini uraian kegiatan usaha yang dilakukan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sebagai berikut :

a. Data Kunjungan Kapal (Ships Call) dan Gross Ton (GT) di Pelabuhan Utama Makassar (Periode Januari s/d

Desember Tahun 2016)

Tabel 2.

Data kunjungan Kapal (Ships Call) dan Gross Ton (GT)

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
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Kunjungan Kapal (ships call) adalah kapal yang datang di pelabuhan baik

untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga

Gross Ton (GT) adalah volume ruangan kapal dalam m kubik meliputi

volume ruangan kapal kecuali tunnel (terowongan), lubang poros baling-

baling, chain locker (tempat jangkar) dan alas ganda.

Pelayanan kapal dimulai dari kapal masuk ke perairan pelabuhan, berada di

kolam pelabuhan, ketika akan bersandar di tambatan, sampai saat kapal

meninggalkan pelabuhan.
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b. Data Bongkar Muat di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 3.

Data Bongkar Muat Dipelabuhan Makassar

Sumnber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
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Bongkar/Impor Barang adalah pembongkaran barang dari kapal, baik barang

yang diangkut dari pelabuhan asal di Indonesia ataupun dari luar negeri.

Muat/Ekspor Barang adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke

pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri

Bongkar muat barang jenis peralatan bongkar muat yang digunakan di

pelabuhan sangat tergantung kepada jenis barang yang akan dibongkar/muat.

Secara umum jenis barang dimaksud dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

barang yang dikemas dengan petikemas, general cargo dan barang curah

(kering/cair).
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c. Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 4.

Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Penumpang naik adalah penumpang yang naik ke kapal untuk berangkat ke pelabuhan tujuan.

Penumpang turun adalah penumpang yang turun dari kapal yang diangkut dari pelabuhan asal.

Petugas melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, melakukan pengamanan dan
pelayanan terhadap penumpang naik/turun dari kapal dengan selamat.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian ini

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam

penggunaan anggaran pada kantor otoritas pelabuhan utama makassar, dimana

peneliti ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Pada penelitian deskriptif kualitatif peneliti dituntut dapat memaparkan,

menjelaskan, menggunakan dan menggali data berdasarkan yang diucapkan,

dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data sebagaimana adanya yang terjadi

dilapangan melalui tekhnik pengamatan dan wawancara.

1. Data Informan Peneliti

Berikut ini data informan dalam penelitian ini yang berjumlah 2 orang

Tabel 5.

Data Informan Penelitian

No. Nama Jabatan

1. Andarias Allopaa, SE Staf Pengelola Keuangan

2. Eko Pratama, SE Staf Pengelola Keuangan

Berdasarkan data tabel 5 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini

memiliki 2 informan yang sama-sama bergerak pada bagian pengelola
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keuangan. Dimana kantor pemerintahan termasuk didalamnya Kantor

Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang diakukan

pada kurung waktu bulan April sampai Mei 2017. Dimana informan yang

melakukan wawancara adalah pegawai sub bagian keuangan Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar.

Adapaun latar belakang pendidikan informan keduanya lulusan Sarjana

Ekonomi (SE) dan kini dalam tahap menyelesaikan pendidikan S2 (tesis)

disalah satu universitas di Makassar.

Berbicara mengenai pengetahuan akuntansi dan sistem pengolalan

keuangannya maupun anggarannya tidak usah diragukan lagi selain itu

keduanya sudah bekerja dibidang akuntansi ini kurang lebih 13 tahun

lamanya.

Berikut ini deskripsi wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan :

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap

informan mengenai Apakah manajemen sumber daya manusia sudah

mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ? diperoleh hasil yang
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hampir serupa dari masing-masing informan, seperti kutipan wawancara

yang dikutip dari informan bapak Andrias Allopa, SE yang menyatakan :

“iya sudah sesuai. Dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan kita berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP)” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Kemudian peneliti lebih lanjut menggali informasi dengan pertanyaan

Apakah di OP Makassar pegawai yang ditempatkan dibidang masing-

masing sudah sesuai kompetensi atau SDM yang dimiliki? beliau pun

menjawab sebagai berikut :

“iya, Kurang lebih belum sepenuhnya artinya hampir sudah
dilaksanakan tapi kalau bukan beground dari kompetensi itu dia
mungkin sudah punya basikal atau pengalaman. Contonya di
keuangan ada yang bukan jurusan akuntansi atau keuangan tapi
sudah punya pengalaman” (wawancara pada hari selasa, tanggal
25 juli 2017).

b. Teknologi Informasi

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap

informan pegawai sub bagian keuangan kantor ototritas pelabuhan utama

Makassar tentang sejak kapan sub bagian keuangan memakai aplikasi

RKA-KL untuk   membuat laporan keuangan mengenai anggaran ? hasil

wawancara dengan pegawai su bagian keuangan sebagai berikut :

“sudah ada sejak tahun 2009” (wawancara pada hari selasa,
tanggal 25 juli 2017).

Lanjut peneliti menggali informasi mengenai Apakah pegawai sub

bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam
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mengoprasikan aplikasi RKA-KL pegawai sub bagian kuangan kembali

menjawab sebagai berikut :

“Iya, Pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan
dan keahlian khusus” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli
2017).

c. Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap

informan pegawai sub bagian keuangan mengenai Apakah sistem

pengendalian intern sudah berjalan efektif dikantor Otoritas Pelabuhan

Utama Makassar ? hasil wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan

sebagai berikut :

“Masih kebijakan dari pimpinan tapi kalau dari tim SPI sendiri
belum ada” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Kemudian peneliti lebih lanjut menggali informasi tentang Apakah sub

bagian keuangan memiliki kebijakan atau aturan-aturan intern secara

tertulis dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan

kecurangan dan ketidakjujuran yang ditetapkan Kantor Otoritas Pelabuhan

Utama Makassar ? hasil wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan

sebagai berikut :

“iya, Jika ada yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran
diberitahukan kepada bagian kepegawaian terus dilaporkan kepada
pimpinan” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).
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d. Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap

informan mengenai Apakah dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA harus

melakukan pelatihan khusus ? hasil wawancara dengan pegawai sub

bagian keuangan sebagai berikut :

“iya, ada diklat pelatihan khususnya, diklat khusus di Makassar satu
kali, kemudian diklat bendahara pengeluaran kurang lebih dua kali
untuk secara resminya. Sebelum ikut pelatihan kita harus tahu
materinya dulu kemuadian penerapannya ke aplikasi. Artinya kita
harus memahami apa itu SAIBA, apa-apa materi/teori di dalam
SAIBA kita pelajari baru kemudian kita simulasi kedalam contoh
dan terjun langsung ke aplikasinya. Pada saat proses pelatihan
berlangsung kita akan diberikan contoh laporan sebutlah laporan
yang dimaksud itu laporan realisasi SPM atau pendapatan
(transaksi) baru kita input langsung ke aplikasinya. Instrukturnya
langsung dari perbendaharaan kementerian keuangan karena
aplikasi SAIBA dari kementerian keuangan jadi yang lebih tahu dari
perbendaharaan” (wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli
2017).

Selanjutnya wawancara dilanjutkan tentang Apakah dengan

menerapkan akuntansi berbasis akrual menggunakan SAIBA pegawai sub

bagian keuangan merasa terbantu ? hasil wawancara dengan pegawai sub

bagian keuangan sebagai berikut :

“iya, harusnya terbantu karena penerapan basis akrual dengan
menggunakan aplikasi SAIBA artinya pelaporan memudahkan untuk
membuat laporan keuangan. Bentuk kemudahan yang dimaksud
adalah apabila kita ingin melihat laporan operasional kita bisa
langsung melihatnya secara rinci bahkan jenis-jenis realisasinya LO
nya berapa akan nampak secara mendetail. Apabila kita akan
melihat realisasi pendapatan maka yang muncul realisasi
pendapatan, realisasi pengeluaran tidak akan muncul” (wawancara
pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).
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e. Kualitas Informasi Keuangan

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan tentang Apakah

Informasi Laporan Keuangan kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

sudah disajikan secra integritas dan tepat waktu ? hasil wawancara dengan

pegawai sub bagian keuangan sebagai berikut :

“iya, karena kualitas informasi keuangan atau laporan keuangan
yang berkualitas itu harus menghasilkan data yang akuntabel
artinya data itu sudah benar, dimana data yang sudah benar
berarti terintegrasi untuk ketepatan waktu dituntut untuk tepat
waktu dikarenakan secara pelaporan terjadwal. Telah ada
jadwal untuk melakukan rekonsiliasi dengan perbendaharaan
Negara lewat KPPN untuk kementerian keuangan selanjutnya
pertanggungjawaban masing-masing ke kementerian
perhubungan lewat eselon I dan itu telah dilakukan rekonsiliasi”
(wawancara pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Selanjutnya wawancara dilanjutkan tentang Apakah informasi laporan

keuangan yang dihasilkan kantor otoritas pelabuhan utama Makassar

hasilnya tdak akan berbeda setelah dilakukan pengujian oleh pihak audit ?

hasil wawancara dengan pegawai sub bagian keuangan sebagai berikut :

hasilnya tidak akan berbeda karena memang data yang diinput
memang data yang benar” (wawancara pada hari selasa, tanggal
25 juli 2017).

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam

penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

a. Sumber Daya Manusia
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Sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya melalui bekal

pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang cukup memadai

dibidang keuangan.

Berbicara tentang sumber daya manusia berarti berbicara tentang

akuntansi sumber daya manusia, dimana pegawai sub bagian keuangan

telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik

pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Berdasarkan kutipan wawancara yang dilakukan dengan informan

(Aa) sebagai berikut :

“Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya sub
bagian keuangan telah mengimplementasikan Standar Akuntansi
Pemerintahan dengan baik dan rata-rata dikeuangan telah
memiliki dasar tentang akuntansi atau keuangan” (wawancara
pada hari selasa, tanggal 25 juli 2017).

Masih mengenai sumber daya manusia, kutipan wawancara kembali

dipaparkan oleh informan (Aa) sebagai berikut :

“Pegawai sub bagian keuangan secara keseluruhan dalam
penyusunan maupun pelaporan keuangan telah disesuaikan
dengan standar akuntansi, laporan keuangan yang disusun
dipertanggungjawabkan ke kementrian keuangan lewat
perbendaharaan negara (KPPN) dan kementrian perhubungan
lewat eselon I jadi laporannyan telah sesuai dengan pedoman
dan standar yang berlaku” (wawancara pada hari selasa,
tanggal 25 juli 2017.

Pegawai sub bagian keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar telah memiliki dasar tentang akuntansi atau keuangan untuk
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menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dibuat

sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b. Teknologi Informasi

Teknologi informasi atau information technology (IT) adalah

istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam

membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan/atau

menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi

berkecepatan tinggi unttuk data, suara, dan video. Dalam konteks bisnis,

Information Technology Association Of America menjelaskan

pengelolaan, penyimpanan dan penyebaran vokal, informasi bergambar,

teks dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi komputasi

dan telekomunikasi.

TI melakukan berbagai fungsi (TI disiplin/kompetensi) dari

menginstal aplikasi untuk merancang jaringan komputer dan database.

Berbicara tentang Teknologi Informasi dalam hal ini aplikasi yang

digunakan untuk membuat laporan keuangan mengenai anggaran adalah

aplikasi RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga).

Sejak disusunya RKA-KL tahun 2005 sesuai amanat Undang-Undang

No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penyempurnaan sistem

anggaran telah dilakukan penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada

konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan



60

kerangka penganggaran jangka menengah. Penyempurnaan aplikasi

RKA-KL ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan

perubahan teknis aplikasi. Pada perubahan ini informasi yang melekat

pada RKA-KL lebih mempunyai bobot dan dari sisi teknis aplikasi

memudahkan para operator dalam menuangkan data-data RKA-KL ke

dalam aplikasi. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya

sub bagian keuangan telah menggunakan aplikasi RKA-KL sejak tahun

2009. Selain itu pegawai sub bagian keuangan juga telah memiliki

keterampilan dan keahlian untuk menjalankan aplikasi RKA-KL

berbekal dari adanya diklat dan bimtek yang diadakan oleh

perbendaharaan (kementerian).

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen

pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa

pengguna anggaran. DIPA disusun berdasarkan keputusan Presiden

mengenai rincian belanja pemerintahan pusat. DIPA sebagai dasar

pelaksanaan anggaran setelah mendapatkan pengesahan menteri

keuangan.

Kuasa pengguna DIPA (KPA) menyiapkan usulan revisi DIPA

kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil

DJPB). Dalam proses DIPA akun-akun atau kegiatan yang direvisi tidak

bisa dijalankan, sedangkan yang tidak direvisi bisa berjalan seperti
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biasanya, namun yang ingin direvisi belum bisa berjalan kecuali telah

keluar surat persetujuan yang dilampiri notifikasi pengesahan revisi

DIPA dari KANWIL DJPB.

c. Sistem Pengendalian Intern

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan

pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta

efektif dan efesien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem

yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai

tujuan. SPI melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya

manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan

keyakinan mutlak sehingga dalam pengembangan dan penerapannya

perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek

biaya manfaat, rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi

dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan

sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Otoritas Pelabuhan

Utama Makassar sejauh ini pengambilan keputusan atau wewenang

langsung dari pimpinan. Jika ada yang melakukan kecurangan atau

ketidakjujuran diberitahukan kepada bagian kepegawaian terus
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dilaporkan pada pimpinan, kemudian tugas pimpinan adalah

menindaklanjutinya.

d. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang

digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang

disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Sampai

dengan tahun 2003 SAP menggunakan basis kas sedangkan dari tahun

2004-2014, SAP menggunakan basis kas menuju akrual. SAP berbasis

akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan bebasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana

berbasis akrual sejak tahun 2015, Indonesia sudah

mengimplementasikan SAP berbasis akrual (accrual basis) dengan

karakteristik sebagai berikut :

1. Transaksi dicatat dengan menggunakan accrual basis

2. Asset diukur dengan menggunakan historical cos

3. Depresiasi untuk asset tetap

4. Accrual basis pada pendapatan dan beban

5. Full disclosure

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam hal ini yang

menangani aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar telah mengikuti diklat atau bimtek, selain itu dengan
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digunakannya aplikasi SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa

terbantu karena pada aplikasi SAIBA penginputannya tidak dilakukan

secara manual lagi dan dalam melakukan segala pekerjaan lebih mudah.

e. Kualitas Informasi Keuangan

Untuk mendapatkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan

diperlukan standar atau kriteria yang menjadi acuan pokok dalam

membuat laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Di Indonesia

standar laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan

(SAK). SAK adalah himpunan prinsip, prosedur, metode, dan tekhnik

akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya

yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan/kantor seperti kreditor.

Berdasarkan standar akuntasi keuangan, tujuan akuntansi dan

laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi

keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai pihak

yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan

ekonomi. Manfaat informasi keuangan terpenuhi jika memiliki kriteria

atau standar. Berikut ini beberapa kriteria kualitas informasi keuangan :

1. Relevan

Kualitas informasi keuangan pada Dinas Perhubungan Kantor

Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah memuat informasi yang
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mempengaruhi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi

peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa

lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan

dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi

yang relevan telah memenuhi karakteristik :

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), informasi

memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), informasi dapat

membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan

selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan

memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat

dalam laporan kuangan diungkapkan dengan jelas agar
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kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat

dicegah.

2. Handal

Informasi dalam laporan keuangan pada Dinas Perhubungan

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan

setiapa fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi

mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial

dapat menyesatkan. Iformasi yang andal memenuhi karaktaristik :

a) Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan

atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikaan

dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabilan pengujian

dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan

tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan
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Informasi yang termuat dalam dalam laporan keuangan pada

Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

telah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan

eksternal. Perbandingan secara secara internal telah dilakukan

Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke

tahun. Perbandingan secara eksternal telah dilakukan Dinas

Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas

Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah

dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman

para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan

operasi Dinas Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar memiliki laporan

keuangan yang berkualitas tentunya tidak lepas dari kinerja pegawai sub
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bagian keuangan yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya berbekal dari pendidikan

pelatihan dan pengalaman kerja yang cukup memadai dibidang

keuangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap

informan mengenai kualitas informasi keuangan diperoleh informasi

bahwa kualitas informasi keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan

Utama Makassar telah disajikan secara integritas dan tepat waktu. Maka

dari itu kualitas informasi laporan keuangan Kntor Otoritas Pelabuhan

Utama Makassar telah menghasilkan informasi keuangan yang

berkualitas dan dipercaya.

Adapun bentuk Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas

Perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
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Tabel 6

Tabel 6
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Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai

sub bagian keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

telah memiliki dasar tentang akuntansi atau keuangan untuk menyusun

laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan.

Teknologi informasi yang digunakan dalam hal ini untuk membuat

dan menyusun rencana anggaran untuk tahun berikutnya suatu

kementerian/lembaga pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

khususnya sub bagian keuangan adalah aplikasi RKA-KL dan aplikasi

tersebut sudah digunakan sejak tahun 2009 hingga saat ini.

Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Otoritas Pelabuhan

Utama Makassar sejauh ini pengambilan keputusan atau wewenang

langsung dari pimpinan. Jika ada yang melakukan kecurangan atau

ketidakjujuran diberitahukan kepada bagian kepegawaian terus

dilaporkan pada pimpinan, kemudian tugas pimpinan adalah

menindaklanjutinya. Dalam artian SPI pada Kantor Otoritas Pelabuhan

Utama Makassar sudah berjalan dengan baik.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan pada saat

ini adalah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan  aplikasi

yang digunakan adalah aplikasi SAIBA. Dengan digunakannya aplikasi
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SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu dan dalam

melakukan segala pekerjaan lebih mudah.

Kualitas informasi keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan

Utama Makassar telah disajikan secara terintegrasi dan tepat waktu.

Hal demikian mendukung pendapat dari Putu Upabayu Rama

Mahaputra, dkk (2014), yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa kapasitas  sumber
daya  manusia,  pemanfaatan  sistem informasi  keuangan  daerah,
sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi
pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas
informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

2. Aplikasi Dalam Membuat Laporan Anggaran Pemerintah

Berikut ini adalah beberapa tampilan mengenai aplikasi laporan

anggaran pemerintah, sebagai berikut :

a. Sistem Aplikasi Satker (SAS)

Gambar 3.

Tampilan Awal Pada Aplikasi SAS
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Gambar 4.

Tampilan Pada Menu Referensi
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Gambar 5.

Tampilan Pada Menu Utility

b. Rencana Kerja Anggaran Kementrerian/Lembaga (RKA-KL)

Gambar 6.

Tampilan Awal Pada Aplikasi (RKA-KL)
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Gambar 7.

Tampilan Pada Menu RKA-KL 2017

c. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA)

Gambar 8.

Tampilan Awal Pada Aplikasi SAIBA
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Gambar 9.

Tampilan Daftar Surat Perintah Membayar (SPM)

3. Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi

realisasi dan anggaran entitas pelaporan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah

disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dengan kata lain, LRA mengungkapkan kegiatan

keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap

APBN/APBD.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran

pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia, Pegawai sub bagian keuangan di Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar telah memiliki dasar tentang akuntansi atau

keuangan untuk menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan

yang dibuat sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya sub bagian

keuangan telah menggunakan aplikasi RKA-KL sejak tahun 2009.

3. Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar sejauh ini pengambilan keputusan atau wewenang langsung dari

pimpinan. Jika ada yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran

diberitahukan kepada bagian kepegawaian terus dilaporkan pada pimpinan,

kemudian tugas pimpinan adalah menindaklanjutinya.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam hal ini yang menangani

aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah

mengikuti diklat atau bimtek, selain itu dengan digunakannya aplikasi
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SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu karena pada aplikasi

SAIBA penginputannya tidak dilakukan secara manual lagi dan dalam

melakukan segala pekerjaan lebih mudah.

5. Kualitas informasi keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar telah disajikan secara terintegrasi dan tepat waktu.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa

saran dari peneliti yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pimpinan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

khususnya sub bagian keuangan agar bisa meningkatkan kualitas

informasi keuangan dengan sering memberikan pelatihan-pelatihan yang

berkaitan dengan akuntansi atau keuangan sehingga dalam pembuatan

laporan keuangan tersebut informasi yang disajikan lebih berkualitas dan

akurat.

2. Selain itu untuk mengakses data dalam mengontrol kondisi keuangan

perlu adanya ketersediaan sistem jaringan dan website tersendiri agar

dapat terkoneksi langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pengaruh kualitas

SDM akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan.
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Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No

Variabel Dimensi/sub variabel Indikator

1 Sumber Daya

Manusia

- Pendidikan dan

Pelatihan

- Pengalaman Kerja

- Pendidikan Formal

- Pelatihan

- Peran dan

Tanggungjawab

2 Teknologi

Informasi

- DIPA - Penggunaan Anggaran

- Sebagai Alat

Pengendali

- Pelaporan

3 Sistem

Pengendalian Intern

- Sistem dan

Prosedur

Akuntansi (SOP)

- Form, Dokumen

dan Catatn

Transaksi

- Job Discription

dan Job

Spesification

- Penilaian Resiko

- Lingkungan

Pengendalian

- Aktivitas

Pengendalian

Berkelanjutan
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4 Standar Akuntansi

Pemerintahan

- SAIBA - Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintah

- PSAP Nomor 01

Tentang Penyajian

Laporan Keuangan

- PSAP Nomor 02

Tentang Laporan

Realisasi Anggaran

- PSAP Nomor 03

Tentang Laporan Arus

Kas

5 Kualitas Informasi

Keuangan

- Relevan

- Dapat Diuji

- Dapat Dimengerti

- Netral

- Tepat Waktu

- Dapat

Dibandingkan

- Lengkap

- Manfaat Dari Laporan

Keuangan Yang

Dihasilkan

- Kelengkapan

Informasi Yang

Disajikan

- Penyajian Secara

Jujur dan Dapat

Diverifikasi

- Keakuratan Dan
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Ketelitian Data

Keuangan

- Sesuai Standard dan

Dapat Dipahami

- Dapat Dibandingkan

Dengan Periode

Sebelumnya
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Lampiran 2

Checklist Observasi

Variabel Independen

Petunjuk : Beri tanda cheklist (√) pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil

pengamatan sesuai dengan option jawaban :

A. Sumber Daya Manusia

No Sumber Daya Manusia Implementasi Implementasi

Baik Kurang Baik

1 Sejauh mana implementasi sumber

daya manusia di sub bagian

keuangan pada Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar ?

2 Sejauh mana sumber daya manusia

mengimplementasikan akuntansi

sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan (SAP) dalam

penyusunan dan penyajian laporan

keuangan di sub bagian keuangan

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar ?
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B. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi Implementasi Imlementasi

Baik Kurang Baik
1 Apakah selama proses revisi DIPA

kegiatan tetap bisa berjalan atau
tidak ? atau yang direvisi saja yang
tidak boleh berjalan ?

2 Sejauh mana pegawai sub bagian

keuangan dapat mengoprasikan

aplikasi RKA-KL DIPA POK ?

C. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Implementasi Implementasi

Baik Kurang Baik

1 Apakah sistem pengendalian

intern di Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar sudah

berjalan efektif ?

2 Apakah ada kebijakan atau aturan-
aturan intern secara tertulis yang
memberikan sanksi terhadap
pegawai yang melakukan
kecurangan atau ketidakjujuran
yang ditetapkan oleh Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama
Makassar ?
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D. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan Implementasi Implementasi

Baik Kurang Baik
1 Apakah pegawai sub bagian

keuangan telah melakukan
pelatihan khusus dalam
pengoprasian aplikasi SAIBA ?

2 Apakah sub bagian keuangan
merasa terbantu dengan adanya
penerapan akuntansi berbasis
akrual dengan menggunakan
aplikasi SAIBA ?

Variabel Devenden

Petunjuk : beri tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil

pengamatan sesuai dengan option jawaban :

E. Kualitas Informasi Keuangan

Kualitas Informasi Keuangan Implementasi Implementasi

Baik Kurang Baik

1 Apakah informasi laporan

keuangan yang dihasilkan Kantor

Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar menyajikan integritas

data dan dihasilkan dengan tepat
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waktu ?

2 Apakah informasi laporan

keuangan yang dihasilkan kantor

Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar hasilnya akan berbeda

setelah dilakukan pengujian oleh

pihak audit ?



89

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara :

A. Sumber Daya Manusia

1. Apakah manajemen sumber daya manusia sudah mengimplementasikan

akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar ?

Jawaban……………………………………………………………………….

2. Apakah di OP makassar pegawai yang ditempatkan dibidang masing-

masing sudah sesuai kompetensi atau SDM yang dimiliki ?

Jawaban……………………………………………………………………….

B. Teknologi Informasi

1. Sejak kapan sub bagian keuangan memakai aplikasi RKA-KL untuk

membuat laporan keuangan mengenai anggaran ?

Jawaban……………………………………………………………………….

2. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan

keahlian dalam mengoprasikan aplikasi RKA-KL ?

Jawab…………………………………………………………………………

C. Sistem Pengendalian Intern

1. Apakah sistem pengendalian intern sudah berjalan efektif dikantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar ?

Jawaban……………………………………………………………………….

2. Apakah sub bagian keuangan memiliki kebijakan atau aturan-aturan intern

secara tertulis dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan
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kecurangan dan ketidakjujuran yang ditetapkan oleh kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar ?

Jawaban……………………………………………………………………….

D. Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Apakah dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA harus melakukan pelatihan

khusus ?

Jawaban……………………………………………………………………….

2. Apakah dengan menerapkan akuntansi berbasis akrualmenggunakan SAIBA

pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu ?

Jawaban……………………………………………………………………….

E. Kualitas Informasi Keuangan

1. Apakah informasi laporan keuangan kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar sudah disajikan secara integritas dan tepat waktu ?

Jawaban……………………………………………………………………….

2. Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar hasilnya akan berbeda setelah dilakukan

pengujian oleh pihak audit ?

Jawaban………………………………………………………………………
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Lampiran 4
Checklist Hasil Observasi

Variabel Independen

Petunjuk : Beri tanda cheklist (√) pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil

pengamatan sesuai dengan option jawaban :

A. Sumber Daya Manusia

No Sumber Daya Manusia Implementasi Implementasi

Baik Kurang Baik

1 Sejauh mana implementasi sumber

daya manusia di sub bagian

keuangan pada Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar ?

√

2 Sejauh mana sumber daya manusia

mengimplementasikan akuntansi

sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan (SAP) dalam

penyusunan dan penyajian laporan

keuangan di sub bagian keuangan

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar ?

√
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B. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi Implementasi Imlementasi

Baik Kurang Baik
1 Apakah selama proses revisi DIPA

kegiatan tetap bisa berjalan atau
tidak ? atau yang direvisi saja yang
tidak boleh berjalan ?

√

2 Sejauh mana pegawai sub bagian

keuangan dapat mengoprasikan

aplikasi RKA-KL DIPA POK ?
√

C. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern Implementasi Implementasi

Baik Kurang Baik

1 Apakah sistem pengendalian

intern di Kantor Otoritas

Pelabuhan Utama Makassar sudah

berjalan efektif ?

√

2 Apakah ada kebijakan atau aturan-
aturan intern secara tertulis yang
memberikan sanksi terhadap
pegawai yang melakukan
kecurangan atau ketidakjujuran
yang ditetapkan oleh Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama
Makassar ?

√
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D. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan Implementasi Implementasi

Baik Kurang Baik
1 Apakah pegawai sub bagian

keuangan telah melakukan
pelatihan khusus dalam
pengoprasian aplikasi SAIBA ?

√

2 Apakah sub bagian keuangan
merasa terbantu dengan adanya
penerapan akuntansi berbasis
akrual dengan menggunakan
aplikasi SAIBA ?

√

Variabel Devenden

Petunjuk : beri tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil

pengamatan sesuai dengan option jawaban :

E. Kualitas Informasi Keuangan

Kualitas Informasi Keuangan Implementasi Implementasi

Baik Kurang Baik

1 Apakah informasi laporan

keuangan yang dihasilkan Kantor

Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar menyajikan integritas

data dan dihasilkan dengan tepat

√
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waktu ?

2 Apakah informasi laporan

keuangan yang dihasilkan kantor

Otoritas Pelabuhan Utama

Makassar hasilnya akan berbeda

setelah dilakukan pengujian oleh

pihak audit ?

√
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Lampiran 5

Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara antara Peneliti (Ht) dengan Informan (Aa)
Hari Selasa Tanggal 25 juli 2017

A. Sumber Daya Manusia

Ht : Selamat siang pak maaf mengganggu waktunya sebentar ?

Aa : Siang, iya ada apa yah ?

Ht : Saya Harmiati Tahi mahasiswa unismuh yang sedang melakukan penelitian
disini membutuhkan informasi dari bapak terkait faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam penggunaan anggaran
pada kantor ini pak?

Aa : oh iya, informasi yang seperti apa ya ?

Ht..:.Begini pak, Apakah manajemen sumber daya manusia sudah
mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

Aa : Iya sudah sesuai, dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan kita
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP ).

Ht.:.Terus pak, Apakah di OP Makassar pegawai yang ditempatkan dibidang
masing-masing sudah sesuai kompetensi atau SDM yang dimiliki ?

Aa.:. iya, Kurang lebih belum sepenuhnya artinya hampir sudah dilaksanakan
tapi kalau bukan beground dari kompetensi itu dia mungkin sudah punya
basikal atau pengalaman. Contonya dikeuangan ada yang bukan jurusan
akuntansi atau keuangan tapi sudah punya pengalaman.

Ht : Sejauh mana implementasi sumber daya manusia di sub bagian keuangan
pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?
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Aa : Sudah memenuhi standar karena rata-rata dikeuangan punya basically
tentang akuntansi atau keuangan walaupun yang bukan dari basic
keuangan karena sudah punya pengalaman jadi secara keseluruhan baik.

Ht : Sejauh mana sumber daya manusia mengimplementasikan akuntansi
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan di sub bagian keuangan Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar ?

Aa : secara keseluruhan pelaporan atau penyusunan laporan keuangan sudah
sesuai dengan standar akuntansi karena pelaporan keuangan yang kita
susun kita pertanggungjawabkan ke kementrian keuangan lewat
perbendaharaan Negara KPPN dan kementrian perhubungan lewat eselon
I jadi laporannyan sudah sesuai dengan standar karena sudah ada
pedoman.

B.  Teknologi Informasi

Ht : sejak kapan sub bagian keuangan memakai aplikasi RKA-KL untuk
membuat laporan keuangan mengenai anggaran ?

Aa : sudah ada sejak tahun 2009.

Ht : Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan
keahlian dalam mengoprasikan aplikasi RKA-KL ?

Aa :.Iya, Pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan
keahlian khusus.

Ht : Apakah selama proses revisi DIPA kegiatan tetap bisa berjalan atau tidak
? atau yang direvisi saja yang tidak boleh berjalan ?

Aa : dalam proses DIPA yang akun-akun atau kegiatan yang direvisi tidak bisa
dilaksanakan, kalau yang tidak direvisi tetap bisa berjalan seperti biasanya
cuman yang mau direvisi yang belum bisa berjalan kecuali sudah keluar
pengesahan revisi baru bisa dilaksanakan.



97

Ht : Sejauh mana pegawai sub bagian keuangan dapat mengoprasikan aplikasi
RKA-KL DIPA POK ?

Aa : pegawai yang menangani aplikasi RKA-KL DIPA POK dia sudah bisa
karena dia memiliki pengalaman dalam melakukan pelaporan anggaran
lewat RKA-KL karena ini sudah ditangani dengan orang yang punya
kompeten dalam menyusun anggaran yang diaplikasikan atau diinput
dalam RKA-KL yang nantinya keluar DIPA POK.

C. Sistem Pengendalian Intern

Ht : Apakah sistem pengendalian intern sudah berjalan efektif dikantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar ?

Aa : Masih kebijakan dari pimpinan tapi kalau dari tim SPI sendiri belum ada.

Ht : Apakah sub bagian keuangan memiliki kebijakan atau aturan-aturan intern
secara tertulis dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang
melakukan kecurangan dan ketidakjujuran yang ditetapkan Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar ?

Aa.: iya, Jika ada yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran diberitahukan
kepada bagian kepegawaian terus dilaporkan kepada pimpinan.

Ht : Apakah sistem pengendalian intern di Kantor Otoritas Plabuhan Utama
Makassar Sudah berjalan efektif ?

Aa : sejauh yang saya pahami SPI kalau kita pemerintahan SPI belum ada karena
keputusan atau wewenang langsung dari pimpinan.

Ht : Apakah ada kebijakan atau aturan-aturan intern secara tertulis yang
memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan kecurangan atau
ketidakjujuran yang ditetapkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Makassar ?

Aa : kalau ada pegawai yang melakukan kecurangan atau ketidakjujuran dalam
melaksanakan tugas pimpinan yang harus menindaklajuti.
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D. Standar Akuntansi Pemerintahan

Ht.: Apakah dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA harus melakukan pelatihan
khusus ?

Aa.: iya, ada diklat pelatihan khususnya, diklat khusus di Makassar satu kali,
kemudian diklat bendahara pengeluaran kurang lebih dua kali untuk secara
resminya. Sebelum ikut pelatihan kita harus tahu materinya dulu kemudian
penerapannya ke aplikasi. Artinya kita harus memahami apa itu SAIBA,
apa-apa materi/teori di dalam SAIBA kita pelajari baru kemudian kita
simulasi kedalam contoh dan terjun langsung ke aplikasinya. Pada saat
proses pelatihan berlangsung kita akan diberikan contoh laporan sebutlah
laporan yang dimaksud itu laporan realisasi SPM atau pendapatan
(transaksi) baru kita input langsung ke aplikasinya. Instrukturnya langsung
dari perbendaharaan kementerian keuangan karena aplikasi SAIBA dari
kementerian keuangan jadi yang lebih tahu dari perbendaharaan.

Ht.:.Apakah dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual menggunakan SAIBA
pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu ?

Aa.:. iya, harusnya terbantu karena penerapan basis akrual dengan menggunakan
aplikasi SAIBA artinya pelaporan memudahkan untuk membuat laporan
keuangan. Bentuk kemudahan yang dimaksud adalah apabila kita ingin
melihat laporan operasional kita bisa langsung melihatnya secara rinci
bahkan jenis-jenis realisasinya LO nya berapa akan nampak secara
mendetail. Apabila kita akan melihat realisasi pendapatan maka yang
muncul realisasi pendapatan, realisasi pengeluaran tidak akan muncul.

Ht : Apakah pegawai sub bagian keuangan telah melakukan pelatihan khusus
dalam pengoprasian aplikasi SAIBA ?

Aa : khusus yang tangani aplikasi SAIBA setidaknya dia harus mengikuti diklat
atau Bintek secara intinya harus mengikuti pelatihan.

Ht : Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan
akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?

Aa : iya terbantu, karena sudah tidak melakukan secara manual lagi dan dalam
melakukan segala pekerjaan akan lebih mudah dan banyak data transaksi
tidak perlu diinput manual lagi kita tinggal mengambil data dari aplikasi
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SAS yang isinya untuk SPM (Surat Perintah Membayar) dengan no SP2D
(Surat Perintah Pencairan Dana) dari perbendaharaan lewat aplikasi SPAN
transaksi itu yang bisa kita olah di SAIBA dan sudah masuk datanya tinggal
kita cocokkan saat rekonsiliasi KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara)

E. Kualitas Informasi Keuangan

Ht.:.Apakah Informasi Laporan Keuangan kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Makassar sudah disajikan secra integritas dan tepat waktu ?

Aa.:. iya, harusnya kan kalau laporan keuangan itu harus menghasilkan data yang
akuntabel artinya data itu sudah benar berarti kan kalau data sudah benar
artinya integritas untuk ketepatan waktu memang kita harus tepat waktu
karena secara pelaporan sudah ada jadwalnya, sudah ada jadwal untuk
melakukan rekonsiliasi dengan perbendaharaan Negara lewat KPPN untuk
kementerian keuangan terus pertanggungjawaban kita ke kementerian
perhubungan lewat eselon I nah.. itu sudah dilakukan rekonsiliasi.

Ht : Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan kantor otoritas
pelabuhan utama Makassar hasilnya tdak akan berbeda setelah dilakukan
pengujian oleh pihak audit ?

Aa : Hasilnya tidak akan berbeda karena memang data yang diinput memang
data yang benar.
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Transkrip Wawancara Antara Peneliti (Ht) Dengan Informan (Ep)
Hari Selasa Tanggal 25 Juli 2017

A. Sumber Daya Manusia

Ht.: Assalamualaikum pak maaf mengganggu waktunya, saya Harmiati Tahi
mahasiswa unismuh yang sedang melakukan penelitian di sini terkait
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan dalam
penggunaan anggaran pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Ep.: Iya. Ada yang bisa saya bantu ?

Ht : Begini pak. Ini terkait apakah manajemen sumber daya manusia sudah
mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

Ep.:.iya sudah, sudah diimplementasikan

Ht.:. Apakah di OP Makassar pegawai yang ditempatkan dibidang masing-
masing sudah sesuai kompetensi atau SDM yang dimiliki ?

Ep.: iya, Kurang lebih belum sepenuhnya artinya hampir sudah dilaksanakan
tapi kalau bukan beground dari kompetensi itu dia mungkin sudah punya
basikal atau pengalaman. Contonya dikeuangan ada yang bukan jurusan
akuntansi atau keuangan tapi sudah punya pengalaman.

B. Teknologi Informasi

Ht : sejak kapan sub bagian keuangan memakai aplikasi RKA-KL untuk
membuat laporan keuangan mengenai anggaran ?

Ep :  sejak tahun 2009 kita sudah mulai menggunakan aplikasi RKA-KL untuk
membuat laporan keuangan rencana keuangan anggaran.
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Ht : Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan
keahlian dalam mengoprasikan aplikasi RKA-KL ?

Ep : iya sudah, sebab pegawai yang memiliki tupoksi tersebut telah diberikan
bimtek/diklat sehingga dapat mengoprasikan aplikasi RKA-KL tersebut.

C. Sistem Pengendalian Intern
\

Ht : Apakah sistem pengendalian intern sudah berjalan efektif dikantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar ?

Ep : masih kebijakan dari pimpinan.

Ht.:. Apakah sub bagian keuangan memiliki kebijakan atau aturan-aturan
intern secara tertulis dalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang
melakukan kecurangan dan ketidakjujuran yang ditetapkan Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?

Ep.: klau aturan secara intern tidak ada yahh,,, tapi kalau aturan yang sudah
dibuat oleh kementrian yang mengikat seluruh pegawai.

D. Standar Akuntansi Pemerintahan

Ht.: Apakah dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA harus melakukan pelatihan
khusus ?

Ep.: iya, harus mengikuti diklat

Ht : Apakah dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual menggunakan
SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa terbantu ?

Ep.:.Iya, terbantu sebab dengan menggunakan aplikasi tersebut kita tidak harus
melakukan perhitungan secara manual tapi bisa dibantu dengan aplikasi
SAIBA sehingga laporan yang tadinya bisa lama dibuat bisa dipercepat.

E. Kualitas Informasi Keuangan

Ht : Apakah Informasi Laporan Keuangan kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Makassar sudah disajikan secra integritas dan tepat waktu ?
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Ep.:/ iya sudah

Ht : Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan kantor otoritas
pelabuhan utama Makassar hasilnya tdak akan berbeda setelah dilakukan
pengujian oleh pihak audit ?

Ep.:/ hasilnya tidak akan berbeda karena memang data yang diinput memang
data yang benar,
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Lampiran 6

Foto Dokumentasi

Foto wawancara

Foto dengan informan Andre Allopa (AA) mengenai yakni Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran PadaKantor

Otoritas PelabuhanUtama Makassar

Foto dengan informan Eko Pratama (EP) mengenai variabel penelitian yakni Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Dalam Penggunaan Anggaran

PadaKantor Otoritas PelabuhanUtama Makassar
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Foto observasi
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